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Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan Sekior g
strategis yang menopang perekonomian nasional, namun
menghadapi keterbatasan akses ferhadap pembiayaan formal
akibat tidak memiliki agunan konvensional. Dalam prakfik bisnis,
UMKM sering memiliki piutfang usaha dengan sistem pembayaran
fempo, sehingga membutuhkan solusi likuiditas yang cepat.
Invoice financing hadir sebagai inovasi pembiayaan yang
memungkinkan pelaku usaha mencairkan dana berdasarkan
fagihan sebelum jatuh fempo pembayaran, Meskipun
berkembang melalui  perbankan dan  finfech  lending,
penggunaan /nvoice sebagai dasar pembiayaan menimbulkan
persoalan hukum karena invoice bukan merupakan surat
bernarga yang memiliki kekuatan eksekutorial. Ketidakjelasan
status hukum /nvoice sebagai objek jaminan serta belum adanya
regulasi khusus menimbulkan risiko wanprestasi yang berpotensi




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap risiko
wanprestasi debitur dalam pembiayaan berbasis invoice financing di
Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap KUHPerdata
kKhususnya Pasal 613 tentang cessie, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-
Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi fintech lending. Data dianalisis
secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kekosongan norma dangs
mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum. |
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Hasil dan Pembahasan 1

Gambaran /nvoice Financing di Indonesia

Invoice financing di Indonesia berkembang ferutama melalui platform
peer o peer lending dan lembaga pembiayaan. Skema ini
memungkinkan pelaku usaha memperolen dana dengan menjadikan
/nvoice sebagai dasar pembiayaan, tanpa memerlukan jaminan aset fisik.
Namun secara vyuridis, /nvoice belum diposisikan sebagai jaminan
kebendaan yang memiliki kekuatan eksekusi langsung.

Alur Pembiayaan /nvoice Financing di Indonesia

Alur pembiayaan dimulai dari pendaftaran akun dan pengunggahan
dokumen oleh penerima pembiayaan, dilanjutkan dengan verifikasi
legalitas usaha serta validasi /invoice. Setelah dilakukan penilaian risiko,
penawaran pembiayaan dipublikasikan kepada funder. Dana dicairkan
setelah pendanaan terpenuhi, dan pelunasan dilakukan pada saat
debitur akhir membayar invoice sesuai jatuh tempo.




ontoh Implementasl Invoice FIinancing

pada Platform Fintech

KOIN WORKS Pendaftaran akun — pengajuan Fleksibel untuk UMKM Risiko funder lebih tinggi
invoice — verifikasi — pendanaan
— pelunasan

INVESTREE Pendaftaran akun — pengajuan Verifikasi lebih kuat ( anchor Bergantung pada perusahaan
invoice — anchor validation — validation) anchor
pendanaan — pembayaran debitur
akhir

ALAMI Pendaftaran akun — pengajuan Sistem sesuai prinsip syariah Proses & dokumen lebih kompleks

invoice — verifikasi syariah —
pendanaan akad syariah —
pelunasan

Setiap platform memiliki keunggulan masing-masing. Namun, dalam aspek perlindungan
funder dan mitigasi risiko, Investree dinilai lebih unggul karena menggunakan sistem anchor
validation yang memberikan kepastian pembayaran lebih kuat dibanding platform lainnya.
Sistem ini membantu mengurangi risiko invoice palsu maupun gagal bayar sehingga posisi
funder menjadi lebih terlindungi
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o0 Wanprestasi dalam
Praktik Invoice Financing

Risiko wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk keterlaombatan pembayaran, gagal
bayar total, invoice fiktif, pengalihan ganda, atau sengketa atas transaksi dasar.
Kompleksitas hubungan hukum multipihnak meningkatkan potensi sengketa dan
memperlemah posisi kreditur apabila tidak dilindungi secara normatif.

Perlindungan hukum dalam pembiayaan invoice financing harus dipahami sebagai
mekanisme normatif yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak dalom hubungan hukum multipihak, khususnya antara kreditur (funder),
penerima pembiayaan, dan debitur akhir. Dalam konteks ini, perlindungan hukum
tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa setelah terjadinya
wanprestasi, fetapi juga sebagai insfrumen pencegahan melalui pembentukan
norma, standar verifikasi, dan pengawasan regulator guna meminimalisasi risiko
kerugian kreditur sejak awal fransaksi.
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Hasil dan Pembahasan 2

Perlindungan hukum bagi kreditor dalam invoice financing terdiri dari perlindungan
hukum preventif dan represif.
Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya sengketa, seperti:
e verifikasi invoice,
e penerapan prinsip kehati-hatian,
e analisis risiko,
e transparansi informasi,
 serta pengalihan hak tagih melalui cessie
perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi wanprestasi atau sengketa, melalui:
e gugatan gantirugi,
e penyelesaian sengketaq,
e pengaduan kepada OJK,
* serta penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan
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Jerlindungan HUKum
Preventif & Represif

Perindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya wanprestasi
melalui verifikasi legalitas usaha, validitas invoice, serta konfirmasi kepada
debitur akhir. Penyelenggara platform juga menerapkan prinsip KYC dan KYB,
credit scoring, serta keterbukaan informasi mengenai risikko pembiayaan
kepada funder. Selain itu, penggunaan sistem elektronik yang aman bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi wanprestasi atau
pelanggaran hak kreditur. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi
maupun perbuatan melaowan hukum apabila invoice fterbukti  fikfif,
bermasalah, atau tidak memiliki dasar transaksi yang sah. Dalam hal cessie
telah dilakukan secara sah, kreditur memiliki hak untuk menagih langsung
kepada debitur akhir. Namun, perlindungan represit di Indonesia masih belum
optimal karena belum adanya pengaturan khusus mengenai prioritas hak
kreditur dalam invoice financing.




Perlindungan Hukum Represit

Perlindungan hukum represift dalam invoice financing diberikan setelah
terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak kreditur. Jika penerima
pembiayaan tidak membayar sesuai  perjanjian, kreditur dapat
mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pembayaran, ganti rugi,
atau pembatalan perjanjian. Apabila invoice ternyata fiktif atau tidak sah,
kreditur jJuga dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Jika hak tagih telah dialihkan melalui cessie, kreditur berhak menagih
langsung kepada debitur akhir, namun fetap harus membuktikan
keabsahan haknya apabila terjadi sengketa.

Hingga saat ini belum terdapat mekanisme eksekusi khusus maupun
pengaturan prioritas yang jelas dalam kepailitan, sehingga perlindungan
represit masih berganfung pada hukum perdata umum dan belum
sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal bagi funder




eranlngan rnvoice ~inancirlg di indaonesid

dengan Negara Common Law

Aspek

Indonesia

Negara Common Law (Amerika serikat,
Inggris, Singapura, Australia)

Status Invoice

Bukan surat berharga; bergantung pada cessie

Diakui sebagai receivable yang dapat menjadi
secured asset

Dasar Hukum

KUHPerdata & regulasi OJK

Secured Transactions Law / PPSA /
Commercial Law

Registrasi Jaminan

Tidak ada registrasi nasional piutang

Ada sistem registrasi publik (public notice
system)

Prioritas Kreditur

Tidak ada aturan prioritas tegas

Prinsip “first to register/first perfected”

Eksekusi Wanprestasi

Melalui gugatan perdata

Dapat dieksekusi sebagai secured creditor

Perlindungan dalam Insolvensi

Belum sistemik

Hak preferen diakui dalam hukum kepailitan

Indonesia masin menggunakan mekanisme cessie dan pengaturan umum KUHPerdata sehingga
perlindungan kreditur belum sekuat negara common law. Amerika Serikat dinilai paling unggul karena
memiliki sistem secured transactions melalui UCC Article 9. Inggris menitikberatkan legal assignment;
Australia menggunakan sistem PPSA, sedangkan Singapura menerapkan pengawasan ketat dan
sistem modern dalam invoice financing.
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